








PJ\RAF KOORDINI\SJ 

Kabug Orgunisasi 

KabagHulrum 

Pasal8 

Pengisian daftar hadir pegawai yang tidak masuk kerja. diberikan 
keterangan sebagai berikut: 

a. S (Sa.kit) yang dibuktikan dengan Surat Dokter; 
b. I (lzin) yang dibuktikan dengan Surat lzin Tertulis; 
c. DL (Dinas Luar Daerah) dan DD (Dinas DaJam Daerah) yang 

dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas; 
d. C (Cuti) yang dibuktikan dengan Surat lzin Cuti; 
e. TB (Tugas Belajar) yang dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar; 

dan 
f. TK (Tanpa Keterangan) tanpa diketahui aJasannya. 

Pasal 9 

(1) lzin yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 
huruf b meliputi : 

a. Izin terlambat masuk kantor; 
b. lzin pulang sebelum waktunya; 
c. lzin keluar kantor ada kepentingan lain; dan 
d. Izin tidak masuk kantor. 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan 
langsung kepada ASN yang meminta izin dan disetujui oleh 
Kepala Perangkat Daerah daJam bentuk Surat Permohonan 
Izin/Pemberitahuan. 

(3) Apabila atasan langsung ASN yang bersangkutan berhalangan, 
maka salah satu pejabat di lingkungan unit kerjanya untuk 
memberikan izin. 

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima 
sehari sebelumnya. 

(5) Dalam haJ ada kepentingan yang sangat mendesak, maka surat 
permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menyusul kemudian. 

Pasal 10 

Bagian Pertama 
Ketentuan dan Jadwal Absensi 

(1) Masing-masing OPD wajib memiliki absensi elektronik; 
(2) Absensi elektronik dapat ditiadakan apabila aJat finger print 

rusak, jaringan internet tidak memadai atau situasi daerah dalam 
keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Absensi manual dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan 
sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) dengan format yang 
tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini. 

(4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Organisasi Perangkat 
Daerah/Kepala Bagian di Lingkungan Setdakab Aceh Tengah, 
Ketua TP-PKK dan Ketua DWP Kabupaten Aceh Tengah, diberi 
pengecualian kewajiban dalam melaksanakan absensi elektronik. 

(5) ASN yang aktif di TP-PKK Kabupaten/Kecamatan, DWP Kabupaten 
dan BKMT serta ASN lainnya yang diberi tugas tambahan 
mendapatkan keringanan terhadap pelaksanaan absensi 
elektronik pada saat menjalankan kegiatan di luar kantor dengan 
melampirkan undangan atau SPI' dengan tetap wajib mematuhi 
jam kerja dan melaporkan kehadiran/kegiatan melaJui mekanisme 
E-Kinerja atau Laporan Kegiatan Harian. 

(6)Setiap ..... 








